BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan di atas
maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai permasalahan dalam
penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Pada dasamya pemerintah DIY telah melakukan berbagai upaya-
upaya hukum mengatasi pencemaran udara walaupun belum sepenuhnya
mencakup peraturan yang secara khusus dalam mengatasi pencemaran akibat
emisi gas buang sepeda motor 2 tak.

Bagi sepeda motor 2 tak, belum ada pengujian berkalanya ataupun
laik tidaknya kendaraan bermotor itu, karena peraturan pelaksananya dari
peraturan utamanya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lala
Lintas Dan Angkutan Jalan belum ada. Begitu pula dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor tidak bisa di jadikan dasar hukum, karena memang tidak di atur mengenai
pengujian berkala terhadap sepeda motor 2 tak, sehingga pengujian berkalanya
ataupun laik tidaknya kendaraan bermotor masih sebatas pada mobil bus,
mobil barang, kereta gandengan, kendaraan khusus dan kendaraan umum
yang merupakan kendaraan yang di wajibkan uji berkala seperti yang
tercantum dalam pasal 38 tentang pelaksanaan uji berkala Keputusan Menteri

Perhmbungan Nomor KM 71 Tahun 1993.
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Dengan belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur,

sehingga dibutuhkan kesadaran maupun peran serta masyarakat dalam hal ini, .

akan tetapi peran serta masyarakat di kota Yogyakarta sendiri di anggap
masih belum signifikan hal ini di scbabkan antara lain:

1. Masih banyak masyarakat yang menggunakan sepeda motor 2 tak,
walaupun mengetahui banyaknya polutan yang dikeluarkan sepeda
motor 2 tak sehingga bisa mencemari lingkungan maupun menimbuikan
penyakit-penyakit yang berbahaya pada manusia seperti ISPA (Infeksi
Saluran Pernapasan Atas), akibat emisi gas buang dari sepeda motor 2
tak.

2. Pengetahuan yang masih kurang dari masyarakat tentang peraturan
perundang-undangan dalam hal ini mengenai perlindungan dan

pengendalian pencemaran udara

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan antara lain:

1. Pemerintah DIY harus dapat mengajak warga kota Yogyakarta salah
satunya melalui melakukan penyuluhan, agar masyarakat tidak banyak
menggunakan kendaraan pribadi sebagai transportasi seperti sepeda motor
2 tak dan lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Jika ini Berhasil
bisa dibayangkan, satu bus berkapasitas 50 tempat duduk diisi orang-orang
yang semula menggunakan sepeda motor seperti sepeda motor 2 tak. Maka

jumlah sepeda motor yang beroperasi di jalan raya sedikitnya telah
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berkurang 25 hingga 50 unit. Dan jika pada saat itu ada 10 bus besar yang
beroperasi, maka jumlah sepeda motor yang beroperasi di jalan bisa
berkurang hingga 500 unit.

Dengan demikian berkurang juga polutan dari emisi gas buang sepeda

motor 2 tak di jalan.

. Perlu segera dibuat peraturan mengenai pengujian berkala terhadap

kendaraan bermotor pribadi seperti sepeda mortor 2 tak, yang di buat oleh
menteri perhubungan selaku yang berwenang dengan mengeluarkan

keputusan menteri yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang No.

14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga

Pemerintah DIY harus membuat, menetapkan dan mensosialisasikan
Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengujian emisi, maupun laik
tidaknya kendaraan bermotor pribadi tersebut di jalan seperti: sepeda
motor 2 tak, sehingga jika ada peraturan hukumnya maka pihak yang
melanggar baik itu pemilik maupun pengendara kendaraan bermotor

pribadi dapat di tindak.

. Pengawasan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor yang dilakukan

oleh instansi yang berwenang harus lebih intensif, sehingga dapat

meminimalisasi pencemaran udara yang terjadi.
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